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A.LatarBelakangMasalah

Kejahatandalam kehidupanmanusiamerupakanfenomenasosial

yang selalu dihadapioleh semua orang,masyarakat,bahkan negara.

Kejahatanbersifatsubjektifdanrelatifbergantungpadatempat,waktu,

danmasyarakattertentu.Ditambahkanpulabahwaciripentingadalah

kejahatanabadi,yangberlangsungselamaadanorma-normasosialdan

selamaadamanusia.FrankTannenbaum mengatakanbahwakejahatan

sepertipenyakit,gangguankesehatandankematianyangselaluhadirdi

masyarakat.Ituberulang sepertimusim,danterusberulang bagaikan

musim.1

Persoalankejahatantidakterbataspadamasalahzamanteknologi

modernsaatini.Dewasaini,ilmupengetahuandanteknologiberkembang

semakinmajudanrelatifcepat,bahkantelahdilakukanbanyakpenemuan

danpenerobosanbarudiberbagaibidangilmupengetahuandanteknologi,

terutama dalam ilmu-ilmu eksakta,tetapimasalah kejahatan masih

menjadiduridalam daging.Kejahatanbukanlahfenomenaalamiah,tetapi

perilaku kejahatan merupakan fenomena socialdan historis.Halini

1 NursarianiSimatupangdanFaisal,Kriminologi(SuatuPengantar),(Medan:CV.

PustakaPrima,2017),hal.39



dikarenakan,perilaku kejahatan nestidikenal,dan dianggap sebagai

kejahatan.Dalam haliniharusadapihak(masyarakat)yangnormanya,

aturan,danhukumnyadilanggar,selainadanyalembagayangtugasnya

menegakkannormadanmemberikansanksibagiorangyangmelanggar.2

Kejahatanadalahmasalahyanagterusmembayangikemanusiaan.

Semenjakmanusiapertamakalidiciptakan,kejahatantelahmulaiada

denganterjadipembunihanyangdilakukanolehHabildanQabilyaituNabi

Adam a.s yang diabadikan dalam Al-Qur’an.Salah satu penyebab

timbulnyakejahatandisebabkanolehkebutuhanakanbendamateriilyang

bersifatterbatas,sementaracarauntukmendapatkanobjektersebutjuga

dibatasi.Kita semua tahu bahwa keinginan manusia untuk halyang

bersifatmetariiltidakterbatas.Yelahmenjadikodratyangalamiahjika

satukebutuhantelahterpenuhi,makaakanmunculkebutuhanselanjutnya.

Dengandemikianmanusiaselaluberusahauntukmemenuhikebutuhan

tersebut,bahkanmelaluicarayangmelanggarhukum.3

Dalam halhukum pidana,kejahatan dan pelaku relatifdapat

diketahui.Dengan kata lain,dapatdilihatberdasarkan mereka yang

terkenarumusannormahukum pidanayangtelahmemenuhiunsur-unsur

delik,ataumerekayangdianggapmelakukantindakanyangdapatdihukum

2Ibid
3M.AliZaidan,KebijakanKriminal,(Jakarta:SinarGrafika,2016),hal.1



berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan diluarKUHP.

Setelahitu,masyarakatakanmenunjukmerekayangdijatuhisanksidan

harusdihukum sebagai“penjahat”yangmelakukankejahatan.4

Dalam bukuAnatomiKejahatanIndonesia,SoedjonoDirdjosisworo

mengemukakanbahwakejahatanIndonesiadengankotabesarsebagai

barometerkinilebihterspesialisasidancanggihdalam berbagaibentuk

dan modus,wilayah operasitidak terbatas,dan jaringan kerja yang

semakinberbahaya.Dalam hukum positifdiketahuibahwasetiaptindakan

harusberdasarkansebagaimanayangdiaturdalam undang-undang,sama

halnya dengan hukum pidana Indonesia.Haliniberartisetiap warga

Negara Indonesia dapatdikatakan menyalahiaturan,jika melakukan

sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan harus ada kepastian

hukum bagipelaku tindak pidana tersebut.Kepastian hukum yang

dimaksud,haruslah memilikiindikatordalam setiap perbuatan yang

dikualifikasikansebagaitindakpidana.

Salah satu kejahatan yang paling sering terjadidimasyarakat

adalahmaraknyapraktikatauaksipremanismedikalanganmasyarakat

yangmelakukanpemerasandengandalihbiayaparkir.Dalam halini,bagi

masyarakatyangmemilikikendaraanpribadi,baikitumotorataupunmobil,

4 Abintoro Prakoso,KriminologiDan Hukum Pidana,(Yogyakarta:LaksBank

PRESSindo,2017),hal.87



tentunya parkermerupakan fasilitas yang secara mutlak perlu untuk

dipenuhiketikasedangmenggunakankendaparaantersebut,terutamajika

beradaditempatumum.Olehsebabitu,lahanparkirmenjadibisnisyang

sangatmenguntungkan.

Namun,dalam beberapahalpenggunafasilitasparkirtidakjarang

menjadikorban pemerasan biaya parkir.Bahkan tidak jarang pula

pemerasan tersebutdiiringidengan kekerasan,baik secara langsung

maupunhanyasekedarancaman.Halinibertentangandenganamanat

Undang-Undang Dasar1945 pada pasal28 G ayat1 yang memberi

jaminankepadamanusia(masyarakatIndonesia)atasperlindungandari

segalabentukkekerasanatauancamankekerasan.Sebagaihakdasar

yangdijamindalam konstitusiNegaradanperundang-undangansecara

nasionalmaupuninternasional,sehinggaNegaramerupakanpihakyang

dituntutuntuk menyediakan segala sarana dan prasarana agarhal

tersebutterlaksana.Adapunbunyipasal28Gayat1sebagaiberikut:

Pasal28G

(1)Setiap orang berhakatasperlindungan diripribadi,keluarga,

kehormatan,martabat,dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya,sertaberhakatasrasaamandanperlindungan

dariancaman ketakutan untuk berbuatatau tidak berbuat



sesuatuyangmerupakanhakasasi.5

Selainadanyaancamanpemerasandankekerasan,pungutanparkir

yangdilakukanjugadapattidaktepatsasaran.Pungutanyangsepertiini

dapatdikatakan sebagaipungutan liar.Dalam hukum pidana,istilah

pungutanliartidakdijumpai.Namun,pungutanliarmerupakanbentuk

pungutantidakresmi,dantidakmemilikilandasanhukum.Pembayaran

parkirdapatdikatakan sebagaipungutan liardikarenakan pengenaan

biayadilakukanditempatyangtidakseharusnyabiayadikenakanatau

dipungutdilokasiataupadakegiatantersebuttidaksesuaiketentuan.

Sehinggapungutanliardapatdiartikansebagaiaktivitasmemungutbiaya

atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihaklain,

dimanahaltersebutmerupakansebuahpraktekkejahatanatautindak

pidana.

Kegiatan melakukan pungutan liardengan dalih retribusiparkir

tersebutbiasanyadilakukanolehpremandalam masyarakat.DiIndonesia,

aksipremanismesemakinlamasemakinsukardiberantas,dikarenakan

faktorekonomiyangsemakinmemburukdankolusiantarpremandan

petugaskeamanansetempatdenganmekanismeberbagisetoran.Namun,

walaupun premanisme adalah dampak langsung darikemiskinan dan

pengangguran,halinitidakberartipremanismedibiarkantumbuhsubur

5Pasal28Gayat(1)Undang-UndangDasar1945



danberkembang.6 Apabilahaltersebutdilakukansecaraterusmenerus,

makaakanmenimbulkankerugiansecaramateriil,rasaketidaknyamanan,

adanyarasatidakaman.Dalam praktiknya,pungutaniniselaludiikuti

dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.7 Pihak yang

melakukanhaltersebutdapatdikenakanPasal368KUHP,yangberbunyi:

Pasal368

(1)Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri

sendiriatauoranglaindenganmelawanhak,memaksaorang

dengankekerasanatauancamankekerasan,supayaorangitu

memberikan barang,yang sama sekaliatau sebagaiannya

termasukkepunyaanorangitusendirikepunyaanoranglainatau

supaya orang itu membuatutang atau menghapus piutang,

dihukum karenamemeras,denganhukumanpenjaraselama-

lamanyasembilantahun.

(2)Ketentuandalam ayatkedua,ketigadankeempatdaripasal365

berlakubagikejahatanitu.8

KasuspungutanliaratauPemerasantersebutyangdisertaidengan

ancaman kekerasan kerap terjadidiIndonesia,salah satunya dikota

6Hadiman,PolriSiapMemberantasAksiPremanismedanMengamankanPemilu

2009,(Jakarta:BadanKerjasamaSosialUsahaPembinaanWargaTamaBersama,2009),

hal.15
7Vol.12,No2,Juli-Desember2017,hal.272
8Pasal368KitabUndang-UndangHukum Pidana(KUHP)



Medan.BerdasarkanstudipendahulupenulisdiPengadilanNegeriMedan

terdapatkasus pungutan liardengan dalih biaya parkiryang disertai

dengan ancaman pemeran dan kekerasan dengan nomor putusan

472/Pid.B/2020/PNMdn.Adapunuraiankasusnyasebagaiberikut:9

PadahariSabtutanggal16November2019sekirapukul17.30Wib

saksikorban yang merupakan DriverOjek Online mendapatorderan

makanandarikonsumendiThamrinPlazayangterletakdiJalanThamrin

KelurahanSeiRengasIKecamatanMedanKota,lalusaksikorbandatang

ketempattersebutdanmemarkirkansepedamotormiliknyaditempat

pangkalanGojekGrabdiseberangThamrinPlazadanmembelimakanan

konsumen.Setelah saksikorban selesaimembelipesanan makanan,

selanjutnyasaksikorbankembalikeparkiransepedamotor,akantetapi

padasaatituTerdakwaberinisialA datangdanmemintauangWahyu

Rahmadhani.”Penegakan Hukum Dalam MenanggulangiPungutan Liar

Terhadap Pelayanan Publik”,JurnalHukum Samudra Keadilan,parkir

Rp.2.000,-(duariburupiah)kepadasaksikorban,namunsaksikorban

tidak mau memberikannya,kemudian Terdakwa marah-marah kepada

saksikorban dan memaksa sambilmengancam dengan mengatakan

“manauangparkirnya,kalautidakkaukasihtidakbisakaukeluar”,setelah

ituTerdakwahendakmemukulsaksikorbanhinggasaksikorbanmerasa

9PutusanPengadilanNegeriMedanNomor472/Pid.B/2020/PNMdn



ketakutandanlangsungmemberikanuangsebesarRp.2.000,-(duaribu

rupiah)kepadaTerdakwa,kemudiansaksikorbanmerasakeberatandan

melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihakyang berwenang guna

diproseslebihlanjut.Dalam haliniTerdakwadinyatakanbersalahdengan

melakukantindakpidanapemerasan.

BerdasarkanpenjelasandanputusanPengadilanNegeriMedandi

atasmakadapatdikatakan bahwatindakan pungutan yang dilakukan

secaraliaryangdisertaidenganadanyaancamantidakdibenarkandalam

hukum positif. Maka,dengan melihat penjatuhan sanksi tersebut

membuatpenulistertarikuntukmelakukanpenelitianmengenaipungutan

yangdilakukandengandalihbiayaparkirdandisertaidenganancaman

padaPutusanPengadilanNegeriMedanNomor472/Pid.B/2020/PNMdn

yangdilihatdarisudutpandangkriminologidanhukum positif.Penulis

inginmengkajihaltersebutdandituangkandalam bentukskripsiyang

berjudul,“Analisis Kriminologidan Hukum Pidana Terhadap Tindakan

PemerasaYangBerkedokUangParkir(StudiPutusanPengadilanNegeri

MedanNomor472/Pid.B/2020/PNMdn)”.

B.RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangdiatas,makarumusanmasalahdalam

penelitianini,yaitu:



1.Bagaimana tinjauan kriminologiterhadap Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn mengenai

pemerasanyangberkedokuangparkir?

2.Bagaimanapenerapanhukum dalam PutusanPengadilanNegeri

MedanNomor472/Pid.B/2020/PNMdnmengenaipemerasanyang

berkedokuangparkirdenganancamanpemerasandankekerasan?

3.Bagaimanaupayadalam menanggulangipemerasanyangberkedok

uangparkir?

C.TujuanPenelitian

Tujuanpenelitianharusdikemukakansecarasingkatberdasarkan

topikataumasalahpenelitian.Adapuntujuandalam penelitianini,yaitu:

1.Untuk mengetahui perspektif kriminologi terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn

mengenaipemerasanyangberkedokuangparkir;dan

2.Untukmengetahuipenerapanhukum dalam PutusanPengadilan

Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn mengenai

pemerasanyangberkedokuangparkirdenganancamanpemerasan

dankekerasan;

3.Untukmengetahuiupayadalam menanggulangipemerasanyang

berkedokuangparkir.



D.ManfaatPenelitian

Hasildalam penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaat

baiksecarateoritismaupunsecarapraktis,yaitu:

1.SecaraTeoritis

Hasildalam penelitian inidiharapkan dapatberkontribusi

dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah

pengetahuandanwawasanterkaitpungutanparkiryangdilakukan

dengan tidak tepat sasaran dan disertai adanya ancaman

pemerasandankekerasan.

2.SecaraPraktis

Hasildalam penelitianinidiharapkandapatmenjadireferensibagi

penelitianselanjutnya.Selainitu,hasilpenelitianinijugadiharapkandapat

memberikanmasukandanmemberikansolusiterhadappermasalahan-

permasalahan yang timbul. Adapun bagi aparat hukum dalam

menyelesaikanperkarakhususnyaputusanyangdiberikanhakim kepada

pelakutindakpidanapemerasanyangmelakukanpungutanparkiryang

dilakukan dengan tidak tepatsasaran dan disertaiadanya ancaman

pemerasandankekerasan.

E.TinjauanPustaka

Tinjauanpustakamerupakanuraiansingkathasilpenelitianyang



telah dilakukan sebelumnya.Penelitian sebelumnya yang berkaitan

denganpenelitianinidilakukanolehRahmatGunawanPadangtahun2021

denganjudul,“TinjauanKriminologiTerhadapPerbuatanPungutanLiar

YangTerjadiDiWilayahHukum PolresPelabuhanBelawan”.Penelitianini

dilakukandengantujuanuntukmengetahuimengetahuifaktorpenyebab

terjadinyaperbuatanpungutanliar,akibatdariperbuatanpungutanliar,

sertaupayadanhambatandalam menanggulangiperbuatanpungutanliar.

Penelitianinimerupakanpenelitianhukum normatifdenganpendekatan

yuridis empiris dengan menggunakan data primer dengan metode

wawancarayangdilakukandiKepolisianResortPelabuhanBelawan,serta

didukungolehdatasekunder,yaknibahanhukum primer,bahanhukum

sekunderdanbahanhukum tersier.

Adapunhasildalam penelitianiniyaitufaktoryangmenyebabkan

perbuatanpungutanliaryangterjadidiwilayahhukum polrespelabuhan

belawanyaknifaktorekonomimenjadisalahsatupenyebabterjadinya

perbuatanpungutanliar.Hakikatnyaakibatyangtimbuldariperbuatan

pungutanliariniialahkepadapelakudankorban,yangmanapelakuASN

akandikenakansanksipidanaPasal12A ayat(2)UU RITahun2001,

sedangkanmasyarakatselakukorbanakanmerasadirugikanbaiksecara

ekonomisdantimbulnyarasatakut.Upayapenanggualanganperbuatan

pungutanliarberupalewatjalurpenal(hukum pidana)ygbersifatrepresif



danlewatjalurnonpenal(diluarhukum pidana)yangbersifatprefentif.

Hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar berupa

masyarakattidakmaumemberitahukanterjadinyaperbuatanpungutanliar.

Meskipun penelitian tersebut memiliki persamaan dengan

penelitian penulis yaknitinjauan kriminologiterhadap pungutan liar.

Namun,penelitiantersebutdanpenelitianpenulisberbeda.Dalam halini

penelitianpenulismembahasmengenaipungutanliarberupapungutan

parkiryangdilakukandengantidaktepatsasarandandisertaiadanya

ancaman pemerasan dan kekerasan yang dianalisis tidak hanya

berdasarkan aspek kriminologitetapijuga berdasarkan aspek hukum

pidana,dandisertaistudikasusberupaPutusanPengadilanNegeriMedan

Nomor472/Pid.B/2020/PNMdn.

F.KerangkaTeoritis

Kerangka teori merupakan kerangka yang digunakan untuk

menganalisismasalah-masalahyangmenjadifokuskajian,apakahhasil

penelitiannyasesuaiatautidakdenganteoriyangdigunakandan/atau

akan mengubah dan menyempurnakan teoriyang digunakan atau

diterapkan tersebut.10 Dalam membahas permasalahan,teori yang

digunakandalam penulisanskripsiiniyaituteoripenalpolicy(kebijakan

10Salim HS,ErlisSeptianaNurbani,PenerapanTeorihukum PadaPenelitianTesis

danDesertasi,(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2014),hal.1



hukum pidana),teorilegalsystem menurutteoriLawrenceM.Friedman,

danteoripenegakanhukum.

MarcAncelberpendapatbahwamoderncriminalscienceterdiri

atas3komponen,yakni“criminology”,“criminallaw”,dan“penalpolicy”.

Penalpolicymerupakansuatuilmusekaligusseniyangmemilikitujuan

praktisuntukmemungkinkanperaturanhukum positifdirumuskansecara

lebihbaikdanuntukmemberipedomantidakhanyabagipembuatundang-

undang,namunjugabagipengadilanyangmenerapkanUndang-Undang,

sertapenyelenggaraataupelaksanaputusanpengadilan.11

Pembaharuanhukum pidanaadalahbagiandarikebijakan/politik

hukum pidana(penalpolicy),dankebijakankriminaldenganmenggunakan

saranapenal(hukum pidana)jugamenentukanpermasalahanmengenai

perbuatanapayangseharusnyadijadikantindakpidana,dansanksiapa

yangdigunakanataudijatuhkanpadasipelanggar.

Legalsystem menurutteoriLawrenceM.Friedmanberpendapat

bahwa efektifdan berhasilatau tidaknya sebuah penegakan hukum

bergantungpadatigaunsursistem hukum,yaitustrukturhukum (struktur

oflaw),substansihukum (substanceofthelaw)danbudayahukum (legal

culture).Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum,

11 BardaNawawiArief,BungaRampaiKebijakanHukum Pidana,(Bandung:PT.

CitraAdityaBakti,2010),hal.21



substansihukum terdiriatasperangkatperundang-undangandanbudaya

hukum yangmerupakanhukum yanghidup(livinglaw)dandianutdalam

suatumasyarakat.

Berdasarkanuraiantersebutdiatas,makapraktekpungutanliar

ditinjau darihukum pidana bagipelaku pungutan liarharus mentaati

peraturanpidana,istilahpungutanliar,belum pernahdidengaradanya

tindakpidanapungliataudelikpungli.Namun,pungutanliarmerupakan

istilah bagisemua bentuk pungutan yang tidak resmi,yang tidak

mempunyailandasanhukum.

Dalam prakteknya,pelaku pungutan liarkadang diikutidengan

tindakankekerasanatauancamankekerasanterhadappihakyangberada

dalam posisilemah,karenaadanyakepentingan.Pelakupungutanliar

disebutjugasebagaipreman.Haltersebutmenyebabkanpungutanliar

cenderungmengarahpadatindakanpemerasanyangdidalam hukum

pidanamerupakanperbuatanyangdilarangatautindakpidana.Tindak

Pidanamerupakantindakanyangdilarangolehsuatuaturanhukum yang

disertaidengan ancaman (sanksi)yang berupa pidana tertentu,bagi

barangsiapamelanggarlarangantersebut.12

Dalam penelitianini,pungutanliaryangdimaksudyaknipungutan

parkir yang tidak tepat sasaran dengan ancaman pemerasan dan

12Moeljatno,Asas-asasHukum Pidana,(Jakarta:BinaAksara,1987),hal.54



kekerasan.Pelakuyangmelakukanancamanpemeranbagioranglain

dapatdikenakanPasal368KUHP,yangberbunyi:

Pasal368

(1)Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri

sendiriatauoranglaindenganmelawanhak,memaksaorang

dengankekerasanatauancamankekerasan,supayaorangitu

memberikan barang,yang sama sekaliatau sebagaiannya

termasukkepunyaanorangitusendirikepunyaanoranglainatau

supaya orang itu membuatutang atau menghapus piutang,

dihukum karenamemeras,denganhukumanpenjaraselama-

lamanyasembilantahun.

(2)Ketentuandalam ayatkedua,ketigadankeempatdaripasal365

berlakubagikejahatanitu.13

Kasuspemerasanyangberkedokuangparkirtersebutyangdisertai

denganancamanpemerasandankekerasankerapterjadidiIndonesia,

salahsatunyadikotaMedan.Berdasarkanstudipendahulupenulisdi

PengadilanNegeriMedanterdapatkasuspungutanliardengandalihbiaya

parkiryangdisertaidenganancamanpemerandankekerasandengan

nomorputusan472/Pid.B/2020/PNMdn.

13Pasal368KitabUndang-UndangHukum Pidana(KUHP)



G.Hipotesis

Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian,yang mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam

bentuk kalimat pernyataan.14 Hipotesis dikatakan sementara karena

jawaban yang diberikan baru berdasarkan teoriyang relevan belum

didasarkanterhadapfakta-faktayangdiperolehmelaluipengumpulandata.

Sehingggapenelitiberanggapanpermasalahaninipentinguntukditeliti

gunamendapatkanhasildaripermasalahandalam penelitian.

Adapunhipotesispenulisdalam penelitianiniyaitudalam hukum

pidanatidakterdapatistilahpungutanliar,sepertitindakpidanapungli

ataudelikpungli.Namun,pungutanliarmerupakanistilahbagisemua

bentukpungutanyangtidakresmi,yangtidakmempunyailandasanhukum.

Dalam prakteknya,pelakupungutanliardiikutidengantindakankekerasan

atauancamankekerasanterhadappihaklain.Haltersebutmenyebabkan

pungutanliarcenderung mengarahpadatindakanpemerasanyang di

dalam hukum pidanamerupakanperbuatanyang dilarang atautindak

pidana. Dalam penelitian ini,pungutan liar yang dimaksud yakni

pemerasanyangberkedokuangparkirdenganancamanpemerasandan

kekerasan.Pelakuyangmelakukanancamanpemeranbagioranglain

14Sugiono,MetodePenelitianKuantitatif,Kualitatif,danR&D,(Bandung,AlfaBeta,

2016),hal.64



dapatdikenakanPasal368KUHPdenganancamanpalinglama9tahun

penjara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

472/Pid.B/2020/PN Mdn maka diketahui bahwa Terdakwa telah

memenuhiunsur-unsursehinggadikatakansebagaitindakpidana.Dalam

halinihakim menggunakandelikancamanpemerasandanmengenakan

Pasal368KUHPdenganancamanpenjaraselama9bulan,dimanamasa

penangkapandanpenahananyangtelahdijalaniTerdakwadikurangkan

seluruhnyadaripidanayangdijatuhkan.

H.MetodePenelitian

1.JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah

penelitianhukum normatif(yuridisnormative).Penelitianyuridisnormatif

merupakan penelitian yang menjadikan Undang-Undang sebagaiobjek

kajian yang kemudian ditinjau dariaspek teoritis maupun berbagai

instrument hukum internasional yang terkait dengan penelitian.15

Penelitianyuridisnormatifjugadikatakansebagaipenelitianyangdapat

memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau

melukiskankeadaanobjekatausubjekbedasarkanfaktayangtampak.16

15Mohal.Nazir,MetodePenelitian,(Jakarta:GhaliaIndonesia,2005),hal.35-37
16SoerjonoSoekanto,PengantarPenelitianHukum,(Jakarta:UI-Press,1986),hal.
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2.PendekatanPenelitian

Berdasarkan judulpenelitian maka pendekatan penelitian yang

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni dengan

melakukan penelaahan terhadap Undang-Undang atau regulasilainnya

yang bersangkutan dengan isu hukum.Selain itu,juga menggunakan

pendekatankasusyaknipendekatanyangmemperlihatkanfakta-faktadi

lapangandanmengenaialasan-alasanhukum apasajayangdigunakan

olehhakim dalam melakukanputusanpengadilan.

3.SumberData

Dataadalahfaktaempirikyangdikumpulkanolehpenelitiuntuk

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan

penelitiaan.Datapenelitiandapatberasaldarisumberyangdikumpulkan

dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung.Adapun

sumberdatayangdigunakandalam penelitianini,yaitusekunderyang

diperolehdarikepustakaan,yangterdiriatas:

a.BahanHukum Primer

Bahanhukum primermerupakanbahanhukum yangmemiliki

kekuatanhukum yangmengikat,dalam halininormaataukaidah

dasarperaturanperundang-undanganyangberlaku.Bahanhukum

primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Putusan



PengadilanNegeriMedanNomor472/Pid.B/2020/PN Mdn,Kitab

Undang-UndangHukum Pidana(KUHP),DanUndang-UndangDasar

1945.

b.BahanHukum Sekunder

Bahanhukum sekundermerupakanbahanhukum dimana

sumbernya tidak langsung memberikan data kepada peneliti

misalnya melaluiorang lain atau pun dokumen data yang

dikumpulkan oleh orang lain.17 Bahan hukum sekunder juga

dikatakan sebagaisumberatau bahan hukum berupa publikasi

tentanghukum yangbukanmerupakandokumen-dokumenresmi,18

dan tidak langsung memberikan data kepada pengumpuldata,

misalnya melaluiorang lain,dokumen serta observasi.Dalam

penelitianinipenulismenggunakanbahanhukum sekunderberupa

buku-buku,jurnal,karyailmiah,berita,danperaturanperundang-

undanganyangsecaralangsungmaupuntidaklangsungberkaitan

denganpenelitian.

4.TeknikPengumpulanData

Teknikpengumpulandatayangdigunakanpadapenelitianiniyaitu

studidokumentasi(studikepustakaan).Pengumpulandatadenganstudi

17 BeniAhmadSaebani,MetodoloogiPenelitianHukum,(Bandung:CV.Pustaka

Setia,2008),hal.158
18PeterMahmudMarzuki,PenelitianHukum,(Jakarta:Kencana,2006),hal.141



dokumentasidimaksudkanuntukmengumpulkandataterkaityangdimuat

dalam dokumen-dokumen primerdan sekunder,maka pada tahap

pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka.19 Studi

dokumentasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

472/Pid.B/2020/PNMdn.

5.TeknikAnalisisData

Setelah semua data terkumpul,maka data tersebutdianalisa

menggunakan teknik analisis kualitatif.Analisis kualitatifmerupakan

analisis yang mengacu pada norma-norma,asas-asas yang terdapat

dalam peraturanperundang-undangandanputusanpengadilan.20Selainitu,

dikarenakan penelitian inimenggunakan pendekatan undang-undang

(statutoryapproach)makaanalisisdilakukandenganmenelaahUndang-

Undangdanregulasiyangberkaitandenganpenelitian.

I. SistematikaPembahasan

Untukmemberikangambaransecaramudahagarlebihterarahdan

jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan

sistematikadenganmembagipembahasansebagaiberikut:

BabI, Padababiniberisitentangpendahuluanyangterdiriataslatar

19 SunggonoBambang,MetodologiPenelitianHukum,(Jakarta:PTRajaGrafindo

Persada),hal.35
20 ZaenuddinAli,MetodePenelitianHukum,(Jakarta:SinarGrafindo,2010),hal.
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belakangmasalah,rumusanmasalah,tujuanpenelitian,manfaat

penelitian,tinjauanpustaka,kerangkateoritis,hipotesis,metode

penelitian,dansistematikapenelitian.

BabII,Padababiniberisitinjauanumum kriminologidanhukum pidana.

BabIII,PadababiniberisikasusposisiPutusanPengadilanNegeriMedan

Nomor472/Pid.B/2020/PNMdn.

BabIV,Babiniberisimengenaianalisiskriminologidanhukum pidana

terhadaptindakanpemerasanyangberkedokuangparkirdengan

ancamanpemerasandankekerasan(studiPutusanPengadilan

NegeriMedanNomor472/Pid.B/2020/PNMdn)”.

BABV,Pada bab iniberisimembahas mengenaikesimpulan yang

merupakan hasilatas pembuktian,penafsiran,dan analisis

terhadapdatadanbahanyangdiperolehdalam prosespenelitian,

sekaligussaran.


